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ABSTRAKSI 

 

Nama  : Hafidul Fiqri 

Nim  : 201810110311602 

Judul : Prinsip Hukum Perumahan Bersubsidi Dalam Perspektif Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman.         

Pembimbing : 1. Sofyan Arief, SH,. M. Kn 

                          2. Isdian Anggraeny, S.H.,MKn 

 

Perumahan bersubsidi di Indonesia merupakan salah satu inisiatif 

pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah 

memiliki kewajiban untuk menyediakan rumah yang layak bagi seluruh lapisan 

masyarakat, termasuk MBR. Program ini juga didukung oleh kebijakan 

pembiayaan seperti Fasilitas Likuiditas   Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang 

memberikan subsidi bunga kredit, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

(BSPS) yang membantu masyarakat membangun atau merenovasi rumah mereka. 

Menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perumahan 

bersubsidi dan Mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten Situbondo terhadap banyaknya perumahan bersubsidi yang tidak 

sesuai dengan sasaran di wilayah Kabupaten Situbondo. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta dan data 

yang dikumpulkan dari realitas yang ada, dan bertujuan untuk menguji hipotesis 

atau menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan bukti nyata. Hasil penelitian ini 

pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 di Kabupaten 

Situbondo telah memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah, meskipun masih menghadapi tantangan keterbatasan lahan, distribusi 

hunian, dan anggaran, dengan upaya penanganan melalui regulasi ketat dan 

pengawasan terpadu 

 

Kata Kunci : Perumahan bersubsidi, Masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
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ABSTRACT 

 

Name : Hafidul Fiqri 

Nim : 201810110311602 

Title : Legal Principles of Subsidized Housing in the Perspective of 

Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential 

Areas. 

Supervisor : 1. Sofyan Arief, SH,. M. Kn 

        2. Isdian Anggraeny, S.H.,MKn 

 

Subsidized housing in Indonesia is one of the government's initiatives to 

provide decent and affordable housing for low-income people (MBR). Based on 

Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas, the 

government has an obligation to provide decent housing for all levels of society, 

including MBR.This program is also supported by financing policies such as the 

Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) which provides credit interest 

subsidies, as well as Self-Help Housing Stimulus Assistance (BSPS) which helps 

people build or renovate their homes. Analyze the implementation of legal 

principles governing subsidized housing and Identify efforts made by the 

Situbondo Regency government against the many subsidized housing that are not 

in accordance with the targets in the Situbondo Regency area. This study uses an 

empirical legal research type that focuses on facts and data collected from 

existing realities, and aims to test hypotheses or answer research questions based 

on real evidence. The results of this study, the implementation of Article 3 of Law 

Number 1 of 2011 in Situbondo Regency has had a positive impact on low-income 

communities, although they still face challenges of limited land, housing 

distribution, and budget, with handling efforts through strict regulations and 

[integrated supervision.  

 

Keywords: Subsidized housing, Low-income communities (MBR), Law 

Number 1 of 2011 
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